r A
il SRR T

g

PERATURAN DESA BATUR KECAMATAN GETASAN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTARG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BATUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menmimbang

Menggingat

&

KEPALA DESA BATUR,

bahwa untuk melaksanakan ketenfuan Pasal 13 ayat (1)
Pernturmn Bupati  Semarang Nomor 22 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali
Strukiur Orgamisasi dan Tata Kerja Pemernniah  Desa
Batur;

babhwa untuk kelancaran penvelenggaoraan Pemerintah
Desa Batur sebagni mana tersebut dalam hurufl a, periu
ditetapkan Struktur Organisasi Dan Tata Kerga Pemermtah
Dess Batur,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagammana dmaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa Batur tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kena
Pemenntah Deaa Batur,

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerh Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatign Dan
Daerah Swatantra Tingkat || Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495 |

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5587) sebagaimana
telnh beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang « Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik
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Menetaphkan

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan  Kotamadva Daerah Tingkat I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079;

Peraturan Pemerintnh Nomor 69 Tahun 1992 entang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadyva Daernbh Tinghkat 1
Salatign Dan Kabupaten UDacrmbh Tingkat || Semarang
(Lembaran Negara Hepublik Indonesin Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Momuor 1500),

Pernturan Pemenntanh Nomor 43 Tahun 2014 1entang
Peraturin Pelnksanann Undang - Undang Nomor 6 Tahun
2014 Teninng Desa (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5519) sebagaimana telah
diubah dengan Persturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturnn Pelaksanaan
Undung-Undang Nomor 6 Tahun 2014 [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

Pernturan Mentenn Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 2015
teritang Susunan Organisasi dan Tata Rera Pemerintah
Desa (Berita Negarn Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6 |;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Lembaran Darmh Knbupaten Semamng Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 14);

10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 tahu 2016 Tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUR

Dan
KEPALA DESA BATUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA BATUR TENTANG  STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BATUR

BAB 1
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KRETENT WL AL

Tl gy (e vane dimabksud dengnn
lesa adalah Desa Batur, adalah kesatuan masyarnkat hukum vang memiliki
TRL LUl ing berwenang untuk mengnlur dan IMeTMEuTe Wrnisan
ahur e bingn masyarmknn  setempat berdasarkan prakiarsa
viarnkat, hak asal usul, danfataw hak tradisionn) vang dmkwul dan
rmati dalnm sistem pemenintahon Negarn Kesntuan Republik Indonesia
erintahan Desa adalah  penvelenggarman arusan pemerintahan dan
eperiiingm nasyaraknt  setempat  dalam  sistem  pemerintihan Negam
5 i 111 el :'1|L||r]|"l|-|

ut adalah kepala desa dibantu peranpgkat desio sebagal unsur

peEnvelen Eara pemernintahan desa

hepala Desa sadalab Ke nlm Desa Hatun

ferangknt Desa adalah unsur stef yvang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi vang diwadahi dalam Sekretaring
wia, dan unsur penduliung tupns hepala  Desa  dalam pelnksanann

kebijakan vang diwadahi dalam bentuk peloksann  telkms dan  unsur
EWLLHASY BN

Sadan  Permusyvawnratan Desa vang selanjutnya disingkat BPD adalah
emibaga  vang melaknanakan fungsi  pemerintban Vilng anggotanya

merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilavah dan
htetapkan secarn demoloratin

wnggaran Pendapatan dan Belanin Desa, vang selanjutnva disingkat APB
Desa adalah rencana keuangan tinhunan Pemerintahan Desa

Feraturan Desa ndalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan aleh
Kepalin Desa setelah dibahans dan disepakati bernama BPD

Struktur Crganisasi dan Tata Kega Pemerintah Desa adalah suntu sistem
kelembagaan dalam pengaturn tugnas dan flungrl serta huhungﬂn kerja

HAB I
RUANG LINOKUP

Pusnl 2

Ruang bngkup Peraturan Desa ini meliputi |
a. struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi; dan
b. taim kerja

BAR Il
STRUKTUR ORGANISAS|, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Baginn Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 3

(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Pernngkng Desn

(2] Perangkat Desa sebagnimana dimaksud pada aynt (1) terdiri atas
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{ 1)

(1)

(n

(2)

(3)

selretarint desn
h. pelaksana kewilnyihan; dan
¢ pelakwang teknis

Perungkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayvat {2) berkedudulkan sebaga
unsiur pembantu Kepals Desn

Pl 4

Selretinnat Desa sebagnimann dimaksud dalim Posal 3 avat (2) hurul a
dipimipin oleh Sekrotacis Dean dan dibantu oleh unsur stal sekretarat o,

Sekretariat Desa sebagnimana dimaksud pada ayat (1) terdivi ntas
A. urusan umum dan perencanann; dan
b, urusan Keuangan

Masing-masing urusan sebapgaimana dimaksud pada avatl (2] dipimpin oleh
hepaln Urusan

Posal 5

Pelaksana kewitlayahan sebagnimana dimaksud dalam Pasal 3 ayar (2) huruf
b merupakan unsur pembanty Kepals Desn sebagnl  satuan  tugas
kewilavahan

Jumlah unsur Peluksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan secarm proporsional antara pelaksann  kewilayahan yang
dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas
wilayah kerjan, karakteristik, peografis, juminh kepadatan penduduk, serta
SArAnNa Prasamna penunjang tugas

Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada avat (1] meliputi
penvelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan  desa,
pembinaan kemasyvarnkatan desa, dan pemberdayann masyarakat desa.
Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun

Pasal 6

Pelaksana Teknis sebagnimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (2) hurul ¢
merupakan unsur pembantu Kepnla Desa sebagai  pelaksana  tugas
operasional.

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri atas 3 (tiga)
seksi yaitu ¢

a. seksl pemerintahan;

b. sekal kesejahternan, dan

c. seksi pelayanan.

Masing-masing scksi sebagaimana dimaksud pada avat {2) dipimpin oleh
Kepala Seksi.
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Faginn hedun
heduduban, Tugns dan Fungsi

I’l.Tl‘Hlll! |
hepalo Desn

Pasnl 7

11 kepalan Desa Berkedudukinn sebagoai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin
penyelenggaran Pemerintabhan Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan
pembangunan, pembinaan kemasvarnkatan, dan pemberdavaan masvarakat

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagnimana dimaksud pada avat (2) Kepala

Desa memiliki fungs: sebagai berikul

a. penyvelenggaraaan  pemerintahan  desa, seperti  tala pemerintahan,
penetapan  peraturan  di desa, pembinann  masalah  pertanahan,
pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan u pava perlindungan
masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengeloluan
wilayah,

b pelaksanaan pembangunan, sepertt pembangunan sarna  prasarana
perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan:

¢. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewanjiban
masyarakal, partisipnsi  masyarakat, sosial  budaya masvarnkat,
keagamaan, dan ketenagakerjnan;

d. pemberdayann masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan  motivasi
masyarakat i bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan mdup,
pemberdayann keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna: dan

€. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarnkat dan lembaga
Ilainnya.

Paragraf 2
Sekretaris Dean
Pasal 8
(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa

(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidan administrasi
pemerintahan, .

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) Sekret
Desa mempunyal fungsi RS e
A. pelaksanann urusan ketatausahaan seperti tata naskal, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
b pelaksanaan

urusan umum seperti penataan  administrasi i
desa, penyedinan prasarana perangkat desa dan kantor, mﬁugunm
pengadministrasian aset, inventarisasi, perfalanan dinas, dan pelavanan

©. pelaksannan  urusan keunngan  sepoert rusan - administrasi
:ulnm..;dw-mni sumber-sumber tan dan pengeluaran,

. keuangan, dan administras silan Kepala
Desa, Perangkat Desa, BPD dan lenmbig hmwnuhﬂﬁ‘:m

. pelaksannun HTURAN perencanann sepetti menyusun rencana AT
pendapitan dan belanja desn, menginventariaic data-datn dalam rmingka
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M e P rn L melabuban  monitonng  dan eviluasl program arrin
Py LM TR L i

Parmggrad 3

kepigila U vuisan
Pasa) 4
1} kepala urisan berkediduokan sebapgn unsor stal seloretaral desa

2} hepala urusan bertugns membantu Sekrelars Desa doalam urusen pelavanan
admonistramnt pencdukung pelaksanaan tugas-tugan pemeriniabnn

(J] Untuk melaksanakan tugas sebagoimana dimaksud pada avatl (2] Kepaln
Irusan mempuny il lungsi
A hepala urusan kevangan memiliki fungsi peinksanaan urusan keuangan
werperil
. pengurusan administrasi kegangan;
4 administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluarnan
I verilikas: administram keuangan; dan
4. adminmtrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan
unsur stial peranghkatl desn

b Kepala urusan umum dan perencanasan memiliki fungsi Pelaksanaan
urusan ketatausahaan dan perencanaan meliputi
1, tatn naskah dinas:
| lllll'lllr'llﬂl sl BUrnl menyvural,
. arsip dan ekapedisi;
4. penataan administras pernngkat desa;
5 penyedinan prasarana perangkat desa dan kantor,
6. penyianpan rapal,
7. pengadministrasian aset;
8. inventarisasi asol;
9. perdalanan dinan;
10. pelayanan umum;
1l menyusun rencana pembangunan jangks menengah desa,
12 menyusun rencani kerja pemerintah desa;
13, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanjn desa:
14. menginventarinir datn-data dalam rangka pembangunan:
15 melakukan monitoring dan evalunsi program; dan
16. penyusunan laporan

Paragraf 4
Kepaln Sekos
Pasal 10

(1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis,

{2] Kepaln seksi bertugns membantu Kepala Desa sebagni pelaksann tugas
operiaional.

13) Untuk melaksanakan tugns sebognimana dimaksud pada nyvat (2) Kepala
Seksi mempunyil fungs

n. Kepals seksi pemerininhan mempinyal fungsd
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pelaksanalkon manajemen B pemerininbmn;

|

A pelaksanann asilitan! pENyURBLINGN rancanegnn regulos deas

1 [H'JH]HH.I.‘H"I muasnlnh pertanahan;

i |jrl|||l|||1n.u: ketentrmman dan ketertiban

o, pembinann upsava perbndungan masyarankang]

6. pengeloloan sadmimnigstrasl kependudublan; dan

7. pengelolaan Profil Desa

hepala neks) kesejnhiernan mempunval fungsi

| pelaksannan pembangunan sarmnis prasarina perdessnn;

2 pelalsananan pembangunan bidang pendidikom dan kesehatan;

3 pelaksanaan sosialisast dan motivist masyarakat di bidang budaya,
ckonomi, polittk, ingkungan hidup, pemberdayann kelunrga, pemuda,
olahraga, dan kenmng taruns

hepaln seksi pelavanan memilila fungsd

I pelaksanaan penvuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan

kewajiban masvarnkai;

peningkatan upaya partisipasi masvarakat;

pelestarian nilad sosinl budave masvarakat;

pelayanan keagamaan; dan

pelayanan administranl ketenagakerjann

n e W

Parngral 5
hepala Dusun

Pasal 11

(1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan

(2} Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di
wilayah Dusun setempat,

(3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayai (2) Kepala
Dusun mempunyai fungsi .

pembinaan  ketentraman  dan  Ketertiban, pelaksanaan  upaya
periindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penatann dan
pengelolaan wilayvah;

pengawasan pelaksanann pembangunan di wilavahnya,

pelaksanaan  pembinaan  kemasyarakatan  dalam  meningkatkan
kemampuan dan  kesadaran masvarakat  dalam  meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
dan

pelaknanaan upaya-upayn pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

HAHR IV
TATA KERJA
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Pasal |2

alam melankapnakoan tupgannym, ke in.l'.. Diemn Lie |T.|||¢|J_r.1:|H|.¢1t,|1| e pin p1||||
et inasiban bawahannye  masing-masing dan  memberiioan |r1tnh:|n|'g.u|.

sertn petunjulbc-petunjub bag pelaksanann tugns bawnhan

HAH
KETENTUAN PENUTUP

Panal 1.3

Hapgan Strukiur Crgonnisas) dan Tatsn Keoa Pemenntah Desa tercantum dalam
lampiran vang merupakan baginn tdak terpinahkan dan Peraturan Bupat ind

Panil 14
Dengan berlakunyn Persturan Desa inl, mika Peraturan Desa Batur Nomor 2

fahun 2000 tentang Strubtur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
HBATUK dinvatakan tidak berlaku

Manal 16
Peraturan Desa  ind mulai berlabou pada wngeal diundangkan

Agar supaya setiap ornng dapat mengetnhuinyn, memerintahkan pen gundan gin
Fernturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa BATUR

Ditetapkan di BATUR
pada tanjggal 25 November 2016

RADIX WARYLU DWEYSNI ARIADI

Diundangkan di Batur
pada Tanggal 25 November 2016

PLT. SEKRETARIS IJESA BATUR

SLAM CHTIAR

Lembaran Desa BATUR Nomor 13 Tahun 2016
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